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ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana
pencurian dengan kekerasan dan penerapan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak Pidana Pencurian
dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor51/Pid.Sus/Anak/2020/PN.Mks).
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan
data sekunder diperoleh melalui dokumen dokumen, jurnal jurnal ilmioh maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa; (1) Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Putusan
No.51/Pid. Sus-Anak/PN Mks dengan Anak Muh. Adrian Saputra S Alias Rian (17 Tahun) bersama Anak Akbar
Bin Seleng (18 Tahun) sebagai anak yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam persidangan telah memenuhi
unsur pidana subjektif maupun unsur objektif. (2) Pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistemn Peradilan Pidana Anak dengan
B pertimbangkan usia serta tindak pidana yang dilakukan serta memperhatikan hak yang harus diberikan pada
Anak yang Berhadapan dengan Hukum maupun Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Kata Kunci: Pencurian; Anak; Kekerasan

ABSTRACT

The research objective to analyze criminal respons@ffty for children as perpetrators of the crime of theft
with violence and the application of criminal law against children as perpetrators of the crime of theft
with violence committed by children (Case Study Decision Number 51/Pid.Sus/Anak/2020/PN.Mks).
This study uses primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews while
secondary data was obtained through documents, scientific journals and scientific articles. The results
of this study indicate that; (1) The criminal responsibility of children as perpetrators of criminal acts in
Decision No. 51/Pid.Sus-Child/PN Mks with Anak Muh. Adrian Saputra S Alias Rian (17 years old)
with Anak Akbar Bin Seleng (18 years old) as children who were accused by the Public Prosecutor in
the trial had met the subjective and objective elements of crime. (2) Legal arrangements for children as
perpetrators of criminal acts are requlated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal
Justice System by taking into account the age and crime committed and taking into account the rights
that must be given to Children in Conflict with the Law and Children in Conflict with the Law.

Keywords: Theft: Child; Violence
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PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami
dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karenanya ketika
anak menjadi pelaku tind@§ pidana, Negara harus memberikan perlindungan
kepadanya (Galih, 2017). Secara hukum negara Indonesia telah memberikan
perlindungan anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antarannya
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No.39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang
Berubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih
menghadapi berbagai persoalan (Titriani, 2016). Persoalan yang diantarannya
dilakukannya penahanan terhadap an@k, proses peradilan yang panjang mulai dari
penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana
anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan
implikasi negatif kepada anak (Sahetapy, 2020).

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem peradilan yang khususnya berlaku untuk
mengadili anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dala
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU
SPPA) (Iman, 2018). Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses
penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap
penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.3 Hal ini
jelas didefenisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
Akan tetapi perumusan ini seharusnya juga menyangkut terhadap anak yang
menjalani atau yang dikenai Tindakan (Pasal 82 ayat (1) UU SPPA), jadi tidak hanya
yang menjalani pidana. Pasal 82 ayat (1) UU SPPA tersebut ditentukan mengenai
Tindakan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum
yang terbukti secara sah (Ariani, 2014), Oleh karena anak yang berhadapan atau yang
berkonflik dengan hukum oleh Pengadilan Anak dapat dijatuhi sanksi Pidana atau
dapat dikenai Tindakan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 UU SPPA (Pribadi,

2018).

Perlindungan hukum secara proporsional sangat diperlukan oleh masyarakat.
Kejahatan di Negara Indonesia kini semgfiin beragam jenis dan modusnya. Beberapa
tahun terakhir 2007 masih berkembang tindak pidana pencurian dengan kekerasan
yang bahkan saat ini dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian
dengan kekerasan. Perilaku anak yang menyimpang sering disebut dengan kenakalan
anak (juvenile delinquency). Perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang
ada di masyarakat sehingga timbul pelanggaran- pelanggaran yang pada akhirnya
cenderung ke arah tindak pidana (Karlina, 2020).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 angka (3) disebutkan bahwa:”

” Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak
yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas)
tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang tentang Pengadilan
Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut
melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak
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dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai
pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun
sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggurgghwaban atas perbuatan
yang dilakukannya, kemudian bilaanak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas)
tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui
peradilan umum bukan peradilan anak.”

Masalah social delinquency anak sejauh ini seperti tersebut di atas tidak hanya terjadi
di negara- negara yang sedang berkembang, tetapijuga terjadi di negara-negara maju
seperti Amerika Serikat. Robert Mevercic Iver dalam bukunya “The Prevention and
Control Of Delinquency” menyatakan bahwa berdasarkan data statistik delikuensi anak
meningkat setiap tahunnya juga dinyatakan bahwa kenaikan itu cukup mencemaskan
dan jika delikuensi anak itu dibiarkan maka hal itu akan meningkat menjadi kejahatan
anak atau Adult Criminality (Mayasari, 2018).

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak memerlukan peran serta
masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya
masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa
atau lembaga Pendidikan (Zahara & Arianto, 2020). Apabila anak melakukan
kesalahan dan tindak pidana, maka anak sudah sepatutnya mendapatkan
perlindungan dan perlakuan khusus dalam hal proses peradilannya sebagaimana
yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak (Al-Oamri, Ahmad & Mangatta, 2021).

Persoalan hukum tidak hanya menimpa orang-orang dewasa. Anak-anak juga
seringkali terbentur dengan persoalan hukum. Seperti halnya orang dewasa, anak-
anak juga berhak mendapat perlindungan secara hukum. Perlindungan hukum ini
tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban dalam suatu masalah
hukum, tapi juga kepada anak-anak yang menjadi pelakunya. Dalam hukum nasional
perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak danjuga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sosio yuridis atau
gabungan antara penelitian normatif dan empiris untuk mengkaji Putusan Perkara
Nomor:51/Pid.Sus-Anak/2020/PN.MKS. Penelitian hukum normatif empiris yakni
tipe penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum empiris dan
normtif. Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar, Pemilihan
Obijek penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa yang mengeluarkan Putusan
Perkara Nomor:51/ Pid.SusAnak/2020/PN.MKS adalah Pengadilan Negeri Makassar.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Tindak Pidana Pencurian
Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor:
51/Pid.Sus—Anak/20206n.Mks)

1. Pertanggungjawaban Pidana
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Hukum Pidana Adalah Keseluruhan Peraturan Yang Isinya Menunjukkan Peristiwa
Pidana Yang Disertai Dengan Ancama Hukuman Pada Penyelenggaranya. Adapun
Unsur-Unsur Pidana Yang Penting Adalah:

1. Unsur Subjektif: Orang/Pelaku, Dimana Pelaku Tersebut Harus Memenuhi
Syarat:

a. Bertanggung Jawab

5

Dalam Hukum Pidana, Ada Orang Yanggarena Penyakit Yang Dideritanya, Sehingga
Orang-Orang Tersebut Hanya Dapat Bertanggung Jawab Sebagian Saja, Misalnya:
Kliptonami (Adalah Seseorang Yang Mempunyai Penyakit Suka Mencuri, Dan Ia
Tidak Meyadari Bahwa Perbuatan Tersebut Dilarang Dalam gpdang-Undang.
Tindakan Kliptonami Dilakukan Sematamata Karena Penyakitnya, Tetapi la Hanya
Diminta Pertanggungjawaban Bila Membunuh, Memperkosa Atau Tindakan
Lainnya).

b. Tidak Ada Alasan Pemaa

Seseorang Yang Melakukan Tindak Pidana Namun Karena Alasan Tertentu, Maka
Perbuatan Tersebut Dapat Dimaafkan, Alasan-Alasan Tersebut Antara Lain: Gila,
Belum Dewasa/Belum Cukup Umur, Di Bawah Pengampunan. Perbuatan Seseorang
Yang Memenuhi Salah Satu Alasan Tersebut, Maka Akan Dimaafkan..

Apabila Anak Melakukan Tindak Pidana Karena Ketidak Cakapannya Secara
Emosional Tentu Akan Diperlakukan Sama Apabila Melihat Tindak Pidana Yang
Dilakukannya, Namun Apabila Dalam Konteks Unsur Tindak Pidana Pada Alasan
Pemaaf, Maka Harus Dipertimbangkan Model Atau Bentuk Bertanggungjawabnya
Anak Atas Tindak Pidana Yang Telah Dilakukannya. Tindak Pidana Perlu Dikenakan
Adalah “Tindakan Tata Tertib” Yang Dapat Diberikan Oleh Negara Antara Lain:

a. Tetap Menjalani Pidana Dengan Ketentuan Pidanananya Adalah Maksimal 1/3
Pidana Pokok Yang Diancamkan Kepadanya.

Dimasukkan Ke Lembaga Pemasyarakatan Anak

Dimasukkan Dalam Panti Sosial, Panti Rehabilitasi Anak

Dikembalikan Kepada Orang Tua Anak Untuk Dididik

an o

1. Unsur Objektif

Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Tersebut Harus Memenuhi Syarat-Syarat
Tertentu Yakni:

a. Memenuhi Unsur-Unsur Dalam Undang-Undang Bahwa Perbuatan Tersebut
Merupakan Yang Dilarang Oleh Undang-Undang.

. Perbuatan Tersebut Merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

c. Tidak Ada Alasan Pembenar, Artinya Walaupun Suatu Perbuatan Yang
Dilakukan Oleh Pelaku Memenuhi Unsur-Unsur Dalam Undang-Undang Dan
Perbuatan Tersebut Melawan Hukum, Namun Jika Ada “Alasan Pembenar”,
Maka Perbuatan Tersebut Bukan Perbuatan Pidana. Adapun Yang Termasuk
Alasan Pembenar Adalah Perintah Undang-Undang/Jabatan, Overmacht, Daya
Paksa/Keadaan Darurat.

Suatu Perbuatan Pidana Atau Tindak Pidana Hanya Menunjuk Pada Dilarang Dan
Diancamnya Perbuatan Dengan Suatu Pidana. Orang Yang Melakukan Tindak Pidana
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Dijatuhi Pidana, Sebagaimana Diancamkan Tergantung Pada Adanya Kesalahan,
Sebab Azas Dalam Pertanggungjawaban Pidana Ialah “Tidak Dipidana Jika Tidak Ada
Kesalahan (Geen Straff Zonder Schuld; Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sir Rea).”
Seseorang Dapat Dipidana, Terlebih Dahulu Harus Ada Dua Syarat Yang Menjadi
Satu Keadaan, Yaitu Perbuatan Yang Melawan Hukum Sebagai Suatu Unsur
Perbuatan Pidana Dan Perbuatan Itu Dapat Dipertanggungjawabkan Sebagai Unsur
Kesalahan. Kesalahan Harus Disertai Alat Bukti Dengan Keyakinan Hakim Terhadap
Seorang Yang Tertuduh Di Muka Pengadilan (Pasal 183 Kuhap).

Dalam Kasus Putusan No.51/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Mks Bahwa Dipersidangan
Telah Dihadapkan Anak Muh. Adrian Saputra(17 Tahun) Dan Akbar Bin Seleng (18
Tahun), Yang Mana Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak
Yang Telah Melakukan Tindak Pidana Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kuhp Jo Uu Ri No. 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Dimana Meskipun Didalam Pasal
81 Ayat (5) Uu No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Menentukan
Pidana Penjara Terhadap Anak Hanya Digunakan Sebagai Upaya Terakhir, Namun
Ada Beberapa Hal Yang Menjadi Pert'albangan Oleh Hakim Yaitu:

1. Anak Memenuhi Dgigwaan Yang Telah Didakwa Oleh Penuntut Umum Dengan
Dakwaan Tunggal Dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kuhp Jo. Uu Ri No.11 Tahun
6]12 Tentang Sistem Peradilan Anak Yang Unsur-Unsurnya Sebagai Berikut:

a. Barang Siapa;

Bahwa Yang Dimaksud Barang Siapa Dalam Hal Ini Adalah Subjek Hukum
Sebagai Pendukung Hak Dan Kewajiban Dapat Berupa Orang Perorangan,
Masyarakat, Kelompok Orang Atau Badan Hukum.

Bahwa Dipesidangan Telah Dihadapkan Anak Muh. Adrian Saputra Dan Akbar
Bin Seleng Yghg Mana Dalam Persidangan Anak Telah Membenarkan Semua
Identitasnya Seperti Yang Tercantum Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum
Dan Anak Dalam Keadaan Sehat Jasmani Maupun Rohaninya Terbukti Anak
Mampu Menjawab Baik Semua Pertanyaan Yang Diajukan Oleh Majelis Hakim
Dan Penuntut Umum Baik Semua Pertanyaan Yang Diajukan Kepadanya Dengan
Baik, Dapat Mengingat Apa Yang Terjadi, Sehingga Anak Dianggap Cakap Dan
Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban Pidananya Apabila Perbuatannya
Memenuhi Semua Unsur Pasal Ini.

b. Mengambil Barang Sesuatu

Bahwa Yang Dimaksud “Mengambil” Artinya Dengan Sengaja Menaruh Sesuatu

Dalam Kekuasaanya, Mengambil Baru Selesai Dikatakan Apabila Pencuri

Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Barang ltu Pindah Tempat. “Barang”

Yang Dimaksud Yaitu Segala Sesuatu Yang Berwujud Temasuk Binatang Pula

(Manusia Tidak), Bukan Barang Tidak Bergerak (Onroerend Goed) Tetapi Barang
ng Bergerak (Roerend Goed).

Bahwa Yang Dimaksud Dengan “Melawan Hukum” Adalah Suatu Perbuatan
Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Serta Kepatutan Dalam Masyarakat.

(4]

1. Hakim Tidak Menemukan Hal-Hal Yang Dapat Menghapuskan
Pertanggungjawaban Pidana, Baik Sebagai Alasan Pembenar Dan Atau Alasan
Pemaaf, Maka Anak Harus Mempertanggungjawabkan Perbuatannya.
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2. Bahwa Perbuatan Yang Dilakukan Anak Merupakan Perbuatan Tindak Pidana
Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Yang Tidak Mengenal Kemanusiaan Dan
Dapat Membahayakan Masyarakat.
Dengan Dijatuhkan Pidana Penjara Tersebut, Maka Dengan Segala Pertimbangan-
Pertimbangan Lain Dengan Memperhatikan Rekomendasi Dari Pembimbing
Kemasyarakatan, Pembela Penasihat Hukum Anak, Serta Pernyataan Dari Kedua
Orang Tua Anak, Maka Hakim Anak Menjatuhkan Hukuman Pidana Penjara Kepada
Anak.

a. Kasus Posisi Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Mks

Bahwa la Anak Muh.Adrian Saputra S Alias Rian Bersama-Sama Anak Akbar Bin
Seleng Pada Hari Minggu Tanggal 1 Maret 2020 Sekira Jam 14.00 Wita Atau Setidak-
Tidaknya Pada Suatu Waktu Pada Bulan Maret Tahun 2020 Bertempat Di gglan
Bontolempangan Tepatnya Di Depan Kantor Golkar Sulsel Kota Makassar Atau
Setidak Tidaknya Pada Suatu Tempat Lain Yang Masih Termasuk Dalam Daerah
Hukum Pengadilan Negeri Makassar, Telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang
Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki
Secara Melawan Hukum, Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan
Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan
Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk
Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap
Menguasai Barang Yang Dicuri, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan
Bersekutu, Perbuatan Tersebut Dilakukan Oleh Terdakwa Dengan Cara Antara Lain
Sebagai Berikut:

Bahwa Pada Waktu Dan Tempat Sebagaimana Tersebut Di Atas, Awalnya Anak
Muh.Adrian Saputra S Alias Rian Bersama-Sama Anak Akbar Bin Seleng
Berboncengan Sepeda Motor, Dimana Saat Itu Anak Muh. Adrian Saputra Di Bonceng
Dibonceng Oleh Anak Akbar Dan Saat Di Jalan Bontolempangan Para Anak
Mendekati Korban Andi Muhartini Yang Dibonceng Abang Grab Pada Saat Di Depan
Gedung Golkar Para Anak Menarik Tas Korban Yang Sedang Diselempang Disebelah
Kiri Korban Dan Saat Itu Terjadi Tarik Menarik Antara Korban Dan Anak

Dimana Korban Terjatuh Dari Motor Selanjutigja Para Anak Melarikan Diri Dan
Berhasil Mengambil Tas Korban Yang Berisikan Uang Tunai Rp.1.500.000,- (Satu Juta
Lima Ratus Ribu Rupiah) Selanjutnya, Power Beng, Sim A, Lima Buah Atm, 1 Atm
Bni, Atm Bang Sulsel, Kartu Bpjs, Kartu Pegawai Dan Alat Make Up, Selanjutnya
Korban Dibawa Ke Rs Siloam Dan Pada Pukul 19.30 Wita Korban Ke Polsek Ujung
Pandang Guna Melaporkan Kejadian Tersebut;

Bahwa Akibat Perbuatan Anak Muh.Adrian Saputra S Alias Rian Bersama-Sama Anak
Akbar Bin Seleng, Menyebabkan Korban Mengalami Kerugian Sekitar Rp. 2.600.000,-
(Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa Melanggar Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam
Pasal 365 Ayat (1) Dan (2) Ke-2 Kuhp.

Menimbang, Bahwa Terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Anak Menyatakan
Mengerti Dan Penasihat Hukum Para Anak Menyatakan Tidak Mengajukan
Keberatan ;
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Menimbang, Bahwa Untuk Membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum Telah
Mengajukan Saksi-Saksi Sebagai Berikut:

1. Saksi Andi Muhartini, §m, M, Kes, Dibawah Sumpah Dalam Persidangan
Memberikan Keterangan Pada Pokoknya Sebagai Berikut :

Bahwa Pada Hari Minggu Tanggal 1 Maret 2020 Sekira Jam 14.00 Wita
Bertempat Di Jalan Bontolempangan Tepatnya Di Depan Kantor Golkar
Sulsel Kota Makassar,

Bahwa Saksi Dibonceng Oleh Abang Grap Akan Menuju Vivo, Pas Di Depan
Kantor Golkar Jl.Bontolempangan Para Anak Mendekati Sepeda Motor
Saksi Lalu Tiba-Tiba Menarik Tas Saksi Sehingga Saksi Terjatuh Dari Sepeda
Motor Yang Mengakibatkan Saksi Luka-Luka

Bahwa Adapun Barang Yang Diambil Oleh Pelaku Adalah Berupa 1 (Satu)
Buah Tas Selempang Warna Hitam Yang Berisikan Hanpho® Samsung
Galaxy Warna Hitam, Dompet Warna Cokelat Yang Berisikan Uang Tunai
Sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Power Bank,
Ktp, Sim A, Lima Buah Atm Bri, 1 Atm Bni, Atm Bank Sulsel, Kartu Bpjs,
Kartu Npwp, Kartu Pegawai, Dan Alat Make Up.

Berawal Anak Muh.Adrian Saputra S Alias Rian Bersama-Sama Anak Akbar
Bin Seleng Berboncengan Sepeda Motor, Dimana Saat Itu Anak Muh. Adrian
Saputra Di Bonceng Dibonceng Oleh Anak Akbar Dan Saat Di Jalan
Bontolempangan Para Anak Mendekati Korban Andi Mubhartini Yang
Dibonceng Abang Grab Pada Saat Di Depan Gedung Golkar Para Anak
Menarik Tas Korban Yang Sedang Diselempang Disebelah Kiri Korban Dan
Saat Itu Terjadi Tarik Menarik Antara Korban Dan Anak Dimana Korban
Terjatuh Dari Motor Selanjutnya Para ghnak Melarikan Diri Dan Berhasil
Mengambil Tas Korban Yang Berisikan Uang Tunai Rp.1.500.000,- (Satu Juta
Lima Ratus Ribu Rupiah) Selanjutnya, Power Beng, Sim A, Lima Buah Atm, 1
Atm Bni, Atm Bang Sulsel, Kartu Bpjs, Kartu Pegawai Dan Alat Make Up,
Selanjutnya Korban Dibawa Ke Rs Siloam Dan Pada Pukul 19.30 Wita Korban
Ke Polsek Ujung Pandang Guna Melaporkan Kejadian Tersebut.

Bahwa Akibat Perbuatan Anak Muh.Adrian Saputra S Alias Rian fersama-
Sama Anak Akbar Bin Seleng, Menyebabkan Korban Mengalami Kerugian
Sekitar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta EnanéRatus Ribu Rupiah)

2. Saksi Basri, Yang Keterangannya Dibawah Sumpah Dibacakan Dalam
Persidangan Memberikan Keterangan Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

Bahwa Pencurian Terjadi Pada Hari Minggu Tanggal 20 February 2020, Sekitar
Jam 13.30 Wita, Bertempat Di Jalan Botolempangan Kota Makassar Tepatnya
Didepan Kantor Golkar.

Bahwa Barang Yang Dicuri Oleh Pelaku Adalah 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam
Yang Berisikan 1 (Satu) Unit Hp Merk Samsung Galaxy Warna Hitam, Power
Bank, 1 (Satu) Buah Dompet Warna Cokelat Berisi Uang Tunai Kurang Lebih
Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Dan Beberapa Lembar Kartu
Atm.

Bahwa Pelau Berjumlah 2 (Dua) Orang, Kedua Pelaku Tersebut Berboncengan
Sepeda Motor Dari Arah Senelah Kiri Saya, Tiba-Tiba Langung Menarik Paksa
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Tas Milik Korban Yang Merupakan Pelanggan Grab Saya Yang Sementara Saya
Bonceng Yang Mengakibatkan Korban Terjatuh Dari Boncengan Saya.

Bahwa Kerugjgn Yang Dialami Oleh Korban Atas Kejadian Tersebut Adalh
Kurang Lebih Sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Serta
Korban Mengalami Luka Pada Hidung, Mulut, Dan Siku Tangan, Akibat Jatuh
Dari Sepeda Motor Saat Dijambret Oleh P%aku.

3. Saksi M. Rizaldi Hasan, Yang Keterangannya Dibawah Sumpah Dibacakan Dalam
Persidangan Memberikan Keterangan Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

Bahwa Pencurian Terjadi Pada Hari Minggu Tanggal 20 February 2020, Sekitar
Jam 13.30 Wita, Bertempat Di Jalan Botolempangan Kota Makassar Tepatnya
Didepan Kantor Golkar.

Bahwa Korbanya Adalah Seorang Perempuan Yang Bernama Andi Muhartini,
S.Km. M.Kes. Bahwa Adapun Pelakunya Berjumlah 2 (Dua) Orang Lelaki Yang
Bernama Muh. Adrian Saputra Alias Rian Bersama Dengan Lelaki Akbar Bin
Seleng.

Bahwa Kedua Pelaku Tersebut Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Atau
Jambret Terhadap Diri Korban Dengan Cara Yaitu Kedua Pelaku Tersebut
Berboncengan Sepeda Motor Dimana Lelaki Akbar Bin Seleng Yang Membawa
Sepeda Motor Sedangkan Lelaki Muh. Adrian Saputra Alias Rian Yang
Dibonceng, Dan Pada Saat Dijalan Bontolempangan Mereka Mendekati Korban
Yang Lagi Naik Grab, Kemudian Pelaku Lelaki Muh.Adrian Saputra Alias Rian
Menarik Atau Merampas Tas Milik Korban Yang Mengakibatkan Korban
Terjatuh Dari Sepeda Motor, Lalu Kedua Pelaku Tersebtu Langsung Pegi
Dengan Membawa Tas Milik Korban.

Bahwa Adapun Cara Kami Mengamankan 2 (Dua) Orang Penadah Yang
Bernama Lelaki Jumadi Dan Lelaki Wahyu Atas 1 (Satu) Unit Hp Samsung
Milik Korban Yang Dicuri, Kemudian Dari Keterangan Lelaki Wahyu
Menerngkan Bahwa Hp Tersebut Didapat Atau Diterima Gadai Dari Kedua
Orang Pelaku Tersebut, Lalu Kami Mendatangi Rumah Pelaku Dan Setelah
Kami Amankan Kedua Pelaku Tersebut Lalu Kami Interogasi Dan Kedua
Pelaku Tersebut Mengakui Dengan Terus Terang Bahwa Merekalah Yang Telah
Melaukan Pencurian Dengan Kekerasan Atau Jambret Terhadap Diri Korban.
Bahwa Barang Milik Korban Yang Dicuri Afflu Dijambret Yaitu Berupa 1 (Satu)
Buah Tas Merk Miss Suri Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Hp Merk Samsung
Galaxy Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Dompet Merk Vinci Warna Coklat Dan

Beberapalembar Kartu Atm.
10

B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/Pn
Mks)

1. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 51/Pid.Sus- Anak/2020/Pn Mks
a. Dakwaan

Perkara Pidana Anak Dengan Nama Terdakwa (17 Talfn), Dengan Nomor Perkara
51/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Mks Telah Diputus Pada Pengadilan Negeri Makassar
Yang Mengadili Perkara Pidana Anak Pada Tanggal 19 November 2020. Berdasarkan
Fakta-Fakta Pada Persidangan Membuktikan Bahwa Anak Terbukti Melakukan
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Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Diatur Dalam Pasal 365 Ayat (2)
Ke-2 Kuhp Jo Uu Ri Nll Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Perkara Ini, Terdakwa Telah Didakwa Oleh Penuntut Umum gBengan
Dakwaan Tunggal Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 365 Ayatf®) Ke-2 Kuhp Jo Uu Ri
No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Unsur-Unsurnya
Adalah Sebagai Berikut:

1. Barang Siapa;

2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang
Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Didahului
Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap
Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian,
Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri
Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang
Dicurinya, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersana-Sama Atau Lebih;

Selanjutnya Dalam Persidangan Melihat Dakwaan Yang Diajukan Oleh Penuntut
Umum Dan Fakta-Fakta Yang Terungkap Di Persidangan, Hakim Berkeyakinan
Bahwggl erdakwa Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Melanggar Pasal 365 Ayat (2)
Ke-2 Kuhp Jo Uu Ri No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Sebagaimana Dimaksudkan Dalam Dakwaan Tunggal, Dengan Unsur-Unsur Sebagai
Ber&ut:

1. Barang Siapa

Bahwa Yang Dimaksud Barang Siapa Dalam Hal Ini Adalah Subjek Hukum Sebagai
Pendukung Hak Dan Kewajiban Dapat Berupa Orang Perorangan, Masyarakat,
Kelompok Orang Atau Badan Hukum.

Bahwa Dipersidangan Telah Dihadapkan Anak Muh. Adrian Saputra S Alias Rian Dan
Akbar Bin Seleng Yang Mana Dalam Persidangan Anak Telah Membenarkan Semua
Identitasnya Seperti Yang Tercantum Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Yaitu:

Einak 1

Nama Lengkap :Muh. Adrian Saputra S Alias Rian
Tempat Lahir : Makassar

Umur/Tanggal Lahir ~ :17 Tahun/17 Agustus 2003

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal :J1. B Dg Ngirate Ii Lr. I No.13 Kota Makassar
Agama :ISLAM

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Anak 2

Nama Lengkap : Akbar Bin Seleng

Tempat Lahir : Makassar

Umur/Tanggal Lahir  :18 Tahun/26 Maret 2002

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia
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Tempat Tinggal :JIn Tidung 3 Blok 18 Kel.Bonto Makkio Kec.Rappocini
Blok No.13 Kota Makassar

Agama :ISLAM

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Anak Dalam Keadaan Sehat
Jasmani Maupun Rohaninya Terbukti Anak Anak Mampu Menjawab Pertanyaan
Yang Diajukan Oleh Majelis Hakim Dan Penuntut Umum Baik Semua Pertanyaan
Yang Diajukan Kepadanya Dengan Baik, Dapat Mengingat Apa Yang Terjadi,
Sehingga Anak Dianggap Cakap Dan Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban
aidananya Apabila Perbuatannya Memenuhi Unsur Dalam Pasal Ini.

Berdasarkan Uraian Pertimbangan Tersebut Diatas, Maka Unsur “Barang Siapa” Telah

Terwuhi.

1. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang
Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Didahului
Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap
Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian,
Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri
Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang
Dicurinya, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih;

Bahwa Yang Dimaksud “Mengambil” Artinya Dengan Sengaja Menaruh Sesuatu
Dalam Kekuasaannya, Mengambil Baru Selesai Dikatakan Apabila Pencuri
Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Barang Itu Pindah Tempat.

Bahwa Yang Dimaksud Dengan “Barang” Yaitu Segala Sesuatu Yang Berwujud
Termasuk Pula Binatang (Manusia Tidak), Bukan Barang Tidak Bergerak
(Onroerend Goed) Tetapi Barang Yang Dapat Bergerak (Roerend Goed), Karena
Dalam Mencuri Barang Itu Harus Dapat Dipindahkan;

Bahwa Yang Dimaksud Dengan “Melawan Hukum” Adalah Suatu Perbuatan
Yang Bertentangan Dnegan Undang-Undang Serta Kepatutan Dalam Masyarakat;
Bahwa Berdasarkan Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan Sebagaiamana
Yang Telah Diuraikan Dalam Unsur Kedua Dan Ketiga Tersebut Di Atas Bahwa Benar
Berawal Anak Muh.Adrian Saputra S Alias Rian Bersama-Sama Anak Akbar Bin
Seleng Berboncengan Sepeda Motor, Dimana Saat Itu Anak Muh. Adrian Saputra
Dibonceng Oleh Anak Akbar Dan Saat Di Jalan Bontolempangan Para Anak
Mendekati Korban Andi Muhartini Yang Dibonceng Abang Grab Pada Saat Di Depan
Gedung Golkar Para Anak Menarik Tas Korban Yang Sedang Diselempang Disebelah
Kiri Korban Dan Saat Itu Terjadi Tarik Menarik Antara Korban Dan Anak Dimana
Korban Terjatuh Dari Motor Selanjutnyg) Para Anak Melarikan Diri Dan Berhasil
Mengambil Tas Korban Yang Berisikan Uang Tunai Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima
Ratus Ribu Rupiah) Selanjutnya, Power Beng, Sim A, Lima Buah Atm, 1 Atm Bni,
Atm Bang Sulsel, Kartu Bpjs, Kartu Pegawai Dan Alat Make Up, Selanjutnya Korban
Dibawa Ke Rs Siloam Dan Pada Pukul 19.30 Wita Korban Ke Polsek Ujung Pandang
Guna Melaporkan Kejadian Tersebut ;

Bahwa Akibat Perbuatan Anak Muh.Adrian Saputra S Alias Rian Bersama-Sama Anak
Akbar Bin Seleng, Menyebabkan Korban Mengalami Kerugian Sekitar Rp. 2.600.000,-
(Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). = Perbuatan Terdakwa Melanggar
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Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 365 Ayat (1) Dan (2) Ke-2
Kuhp.

a. Tuntutan

Penuntut Umum Adalah Jaksa Yang Diberi Wewenang Oleh Undang-Undang Ini
Untuk Melakukan Penuntutan Dan Melaksanakan Penetapan Hakim (Pasal 1 Angka
6 Butir B Kuhap). Penuntutan Adalah Tindakan Penuntut Umum Untuk Melimpahkan
Perkara Pidana Ke Pengadilan Negeri Yang Berwenang Dalam Hal Dan Menurut Cara
Yang Diatur Dalam Undang-Undang Ini Dengan Permintaan Supaya Diperiksa Dan
Diputus Oleh Hakim Di Sidang Pengadilan (Pasal 1 Angka 7 Kuhap). Melihat Bahwa
Perkara Ini Mengadili Perkara Pidana Anak Maka Penuntut Umum Yang
Melaksanakan Penuntutan Adalah Penuntut Umum Anak (Pasahl Angka 9 Uu Sppa).

Penuntut Umum Dalam Perkara Ini Mengajukan Tuntutannya Yang Pada Pokoknya
Menuntut Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Yang Memeriksa Dan
Mengadili Perkara Ini Mengabulkan Apa Yang Telah Didakwakan Dalam Surat
Dakwaan, Dan Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap TerdakwgSelama 2 (Dua)
Tahun Dikurangi Masa Penahanan Yang Telah Dijalani Dan Dengan Perintah
Terdakwa Tetap Ditahan, Dan Anak Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.2.000;-(Dua
Ribu Rupiah).

2

Pasal Yang Didakwak#g)Kepada Muhammad Al Fahri (17 Tahun) Yakni Pasal 365
Ayat (1) Dan (2) Ke-2 Kuhp Jo Uu Ri No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, Penuntut Umum Menuntut 2 (Dua) Tahun, Untuk Dipenjara Dikurangi
Masa Penahanan Yang Dijalani Dari Yang Diancamkan Dalam Pasal Tersebut Yakni
Paling Lama 12 Tahun Untuk Orang Dewasa Dan Melihat Bahwa Terdakwa Masih
Dikategorikan Anak Maka Perlu Melihat Uu Sppa Pada Pasal 81 Ayat (2) Mengatakan
Bahwa “Pidana Penjara Yang Dapat Dijatuhkan %2 (Satu Perdua) Dari Maksimum
Ancaman Pidana Bagi Orang Dewasa” Serta Pasal 32 Ayat (2) Mengatakan Bahwa
“ Anak Dapat Dilakukan Penahanan Karena Sudah Berumur 14 (Empat Belas) Tahun
Keatas Dan Diduga Melakukan Tindak Pidana Yang Ancamannya 7 (Tujuh) Tahun
Atau Diatasnya”.

Putusan Hakim

Hakim Adalah Pejabat Peradilan Negara Yang Diberi Wewenang Oleh
Undangundang Untuk Mengadili (Pasal 1 Angka 8 Kuhap). Mengadili Adalah
Serangkaian Tindakan Hakim Untuk Menerima, Memeriksa, Dan Memutus Perkara
Pidana Berdasarkan Asas Bebas, Jujur, Dan Tidak Memihak Di Sidang Pengadilan
Dalm Hal Dan Menurut Cara Yang Diatur Dalam Undang-Undang Ini (Pasal 1 Angka
9 Kuhap).

Dalam Putusan Hakim Dinyatakan Bahwa Terdakwa Muh. Adrian Saputra S Alias
Rian Bersama Akbar Bin Seleng Terbukti Secara Sgi) Dan Meyakinkan Melakukan
Tindak Pidana Pada Pasal 365 Ayat (1) Dan (2) Ke-2 Kuhp Jo Uu Ri No.11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan Hakim Ini Diputuskan Dengan Mempertimbangkan Hal-Hal Yang
Meringankan Dan Memberatkan Terdakwa.

Keadaan Yang Memberatkan:
- Perbuatan Para Anak Meresahkan Masyarakat
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- Akibat Perbuatan Para Anak, Saksi Korban Juga Mengalami Luka-Luka
- Anak 1 Muh. Adrian Saputra S Alias Rian Pernah Melakukan Tindak Pidana Yang
Sama

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Anak Bersikap Sopan Selama Persidangan
- Para Anak Mengakui Perbuatannya

Bahwa Oleh Karena Para Anak Dijatuhi Tindakan Maka Haruslah Dibebani Pula
Untuk Membayar Biaya Perkara.

Memperhatikan Ketentuan Pasal 365 Ayat (1) Ke-1 Dan Ke-2 Kuhp, Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-
Undangan Lain Yang Bersangkutan. Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak 1 Mubh.
Adrian Saputra S Alias Rian, Dengan Pidana Penjara Selama Selama 2 (Dua) Tahun Di
Lpka Maros Dan Anak 2 Akbar Bin Seleng Dengan Pidana Penjara Selama Selama 1
(Satu) Tahun Dan 10 (Sepuluh) Bulan Di Lpka Maros. Menetapkan Masa Penahanan
Yang Telah Dijalani Oleh Para Anak Akan Dikurangkan Seluruhnya Dengan Lamanya
Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Para Anak.

B. Analisis Terhadap Putusan Hakim

Majelis Hakim Dalam Memutuskan Menjatuhkan Pidana Kepada Anak Sudah Muh.
Adrian Saputra S Alias Rian Bersama Akbar Bin Seleng Mempertimbangkan Tuntutan
Dari Penuntut Umum Dan Selama Persidangan Sudah Mendengarkan Keterangan
Dari Saksi Dan Keterangan Terdakwa Juga Sudah Diajukan Bukti-Bukti Yang
Memberatkan Terdakwa. Bahwa Memang Terbukti Bahwa Anak Memang Melakukan
Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

Sebelum Memberikan Penilaian Terhadap Putusan Hakim, Ada Beberapa
Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Menjatuhkan Pidana Penjara Kepada Anak
Yang Terungkap Selama Persidangan Berjalan. Adapun Pertimbangan Hakim Yaitu
Seﬁgai Berikut:

- Hakim Tidak Menemukan Hal-Hal Yang Dapat Menghapuskan
Pertanggungjawaban Pidana, Baik Sebagai Alasan Pembenar Dan Atau Alasan
Pemaaf, Maka Anak Harus Mempertanggungjawabkan Perbuatannya

- Bahwa Berdasarkan Fakta Tersebut Diatas, Bahwa Benar Perbuatan Para Anak
Dilakukan Secara Bersama-Sama Dengan Tugas Dan Peran Masing-Masing,
Dengan Demikian Terhadap Unsur Ini Telah Terpenuhi

- Anak 1 Muh. Adrian Saputra S Alias Rian Pernah Melakukan Tindak Pidana Yang

ma

- Bahwa Oleh Karena Semua Unsur-Unsur Tindak Pidana Dari Pasal Dakwaan
Penuntut Umum Telah Terbukti, Maka Para Anak Dinyatakan Telah Terbukti
Bersalah Melakukan Tindak Pidana Sebagaiamana Dalam Dakwaan Penuntut
Umum Tersebut

- Bahwa Didalam Pembelaan Penasihat Hukum Anak Pada Pokoknya Menyatakan
Bahwa Penasihat Hukum Anak Menyatakan Sependapat Dengan Penuntut Umum
Akan Tetapi Pensihat Hukum Anak Dalam Hal Penjatuhan Pidana Yaitu
Pemidanaan Terhadap Anak Dapat Dijatuhkan Pidana Yang Seringan-Ringannya
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Agar Anak Mendapat Pembinaan Sehingga Anak Dapat Menyadari Kesalahannya
Serta Akan Memperbaiki Kehidupannya Dimasa Yang Akan Datang

- Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Dari Pembimbing
Kemasyarakatan Yang Pada Pokoknya Telah Memberikan Rekomendasi Sebaiknya
Para Anak Dijatuhi Sanksi Yaitu Terhadap Anak Muh. Adrian Saputra S Alias Rian
Ditempatkan Dalam Lpka Sedangkan Terhadap Anak Akbar Bin Seleng Berupa
Tindakan Dan Ditempatkan Dalam Lpks Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang
Memerlukan Perlindungan Khusus Untuk Di Didik, Dibina Dan Diberi
Keterampilan Demi Masa Depannya

- Setelah Memperhatikan Penyebab Terjadinya Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Para
Anak, Yaitu Karena Faktor Pengaruh Lingkungan Tempat Tinggal Para Anak Dan
Pengaruh Pergaulan Para Anak Yang Memungkinkan Anak Melakukan Perbuatan
Tindak Pidana Tersebut, Disamping Hal Tersebut Ternyata Perbuatan Para Anak
Dilakukan Sangat Mahir Dan Sekarang Para Anak Masing-Masing Sudah Berumur
18 Tahun Dengan Perawakan Yang Besar Sebagaimana Orang Dewasa Sehingga
Sangat Beralasan Apabila Keduanya Ditempatkan Dalam Lpka

Bahwa Setelah Memperhatikan Rekomendasi Dari Pembimbing Kemasyarakatan,
Pembelaan Penasihat Hukum Anak, Serta Pernyataan Orang Tua Anak, Maka
Menurut Hakim Anak Pidana Yang Tepat Dijatuhkan Kepada Anak 1 Muh. Adrian
Saputra S Alias Rian, Dengan Pidana Penjara Selama Selama 2 (Dua) Tahun Di Lpka
Maros Dan Anak 2 Akbar Bin Seleng Dengan Pidana Penjara Selama 1 (Satu) Tahun
Dan 10 (Sepuluh) Bulan Di Lpka Maros, Hakim Mengharapkan Anak Akan
Mendapatkan Pembinaan Dan Pendidikan Didalam Lembaga Khusus Anak Untuk
Menjadi Anak Yang Lebih Baik Lagi Dari Sebelumnya.

Menurut Saya, Penjatuhan Hukuman Pidana Penjara Oleh Hakim Kepada Anak 1
Muh. Adrian Saputra S Alias Rian, Dengan Pidana Penjara Selama Selama 2 (Dua)
Tahun Di Lpka Maros Dan Anak 2 Akbar Bin Seleng Kurang Tepat Karena Tidak
Mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Pasal-Pasal
Yang Dipertimbangkan Untuk Dijatuhkan Pidana Terhadap Anak Serta
Mempertimbangkan Juga Bahwa Anak Telah Meﬁesali Serta Mengakui
Kesalahannya Dan Kedua Orang Tua Anak Menyatakan Masih Sanggup Membina,
Mendidik Dan Mengawasi Anak Supaya Menjadi Anak Yang Baik.

Maka Penjatuhan Pidana Yang Tepat Bagi Anak Adalah Pidana Dengan Syarat (Pasal
71 Ayat (1) Huruf B Uu Sppa) Selama 6 (Enam) Bulan. Adapun Pidana Dengan Syarat
Ditentukan Dengan Syarat Umum Dan Khusus (Pasal 73 Ayat (3) Dan (4) Uu Sppa).
Syarat Umum Sebagaimana Dimaksud Adalah Bahwa Anak Tidak Boleh Melakukan
Tindak Pidana Lagi Selama Menjalankan Selama Menjalani Masa Pidana Dengan
Syarat. Dan Syarat Khususnya Yaitu Untuk Melakukan Atau Tidak Melakukan Hal
Tertentu Yang Sudah Diputuskan Oleh Hakim Dengan Tetap Memperhatikan
Kebebasan Anak. Syarat Khusus Yang Tepat Dapat Diberikan Adalah Tidak Boleh
Mengendarain Kendaraan Bermotor Selama 1 (Satu) Tahun Karena Jangka Waktu
Pidana Dengan Syarat Khusus Lebih Lama Daripada Jangka Waktu Pidana Dengan
Syarat Umum (Pasal 73 Ayat (5) Uu Sppa) Selama Menjalani Pidana Dengan Syarat,
Penuntut Umum Melakukan Pengawasan Dan Pembimbing Kemasyarakatan
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Melakukan Pembimbingan Agar Anak Menempati Persyaratan Yang Telah
Ditetapkan (Pasal 75 Ayat (2) Uu Sppa).

KESIMPULAN

1.

Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Putusan
No.51/Pid.Sus-Anak/PN Mks dengan ini Hakim Pengadilan Negeri Makassar
Mengadili :

a. Menyatakan Anak 1 Muh. Adrian Saputra S Alias Rian dan Anak 2 Akbar Bin
Seleng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana Pencurian dengan kekerasan dalam kedaan yang memberatkan ;

b. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak 1 Muh. Adrian Saputra S Alias Rian,
dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun di LPKA Maros dan Anak
2 Akbar Bin Seleng dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan
10 (sepuluh) bulan di LPKA Maros ;

c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak akan
dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada
Para Anak ;

Pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dengan mempertimbangkan usia serta tindak pidana yang dilakukan serta

memperhatikan hak” yang harus diberikan pada Anak yang Berhadapan dengan

Hukum maupun Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Pengaturan hukum

terhadap pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagai tindak

pidana pencurian pokok/biasa dan Pasal 365 sebagai KUHP sebagai pasal
pencurian dengan kekerasan sebagai pemberatan dari pasal pencurian biasa.

SARAN

1.

Menurut penjatuhan pidana yang tepat bagi Anak adalah pidana dengan syarat
berupa pidana dengan syarat umum dan khusus yang sudah ditetapkan oleh
Hakim sehingga tetap memperhatikan kebebasan pada anak dan untuk
menghindari sikap masyarakat yang tidak mau melupakan kesalahan bekas
narapidana yang dapat menimbulkan persoalanbaru bagi si Anak yang
dapatmempengaruhi masa depan bagi Anak kedepannya.

Hakim seharusnya lebih memperhatikan pertimbangan lain yang terungkap
dalam persidangan meliputi pengakuan si Anak telah mengakui perbuatan
tersebut, Rekomendasi BAPAS (Balai Pemasyarakatan) untuk mengembalikan
Anak ke orang tua, kedua orang tua anak dalam persidangan menyatakan masih
sanggup membina, mendidik dan mengawasi anak supaya menjadi anak yang
baik, serta barang bukti yang belum sempat dinikmati oleh si Anak, sehingga
tujuan dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU
No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat terwujud untuk
mengupayakan anak tidak dapat dijatuhi hukuman pidana penjara.
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